VIII  HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

A. Aspek-aspek hukum Kesehatan


Pengertian yang paling sederhana dari apa yang dikenal sebagai hukum kesehatan adalah: Kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Jadi seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan adalah hukum kesehatan. Sebagai contoh; 

Peraturan hukum kesehatan yang bersifat umum;

Adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kesehatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Administrasi Negara.

Peraturan hukum kesehatan yang bersifat khusus;

· Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan

· Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 

· Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363 tahun 2001 tentang registrasi dan ijin praktik fisioterapis 

· Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik

Dokter/tenaga kesehatan, pasien dan rumah sakit adalah tiga subjek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk hubungan, baik hubungan medik maupun hubungan hukum yang objeknya adalah pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan hubungan antara ketiga subjek hukum tersebut selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam melaksanakan hubungan hukum dan terhindar dari kesemrawutan dan kesimpangsiuran.

Berbicara tentang peraturan maka tentunya didalamnya terdapat apa yang dinamakan dengan kaidah atau norma tentang hubungan hukum antara dokter/tenaga kesehatan, pasien dan rumah sakit sebagai subjek hukum

1. Kaidah ( Norma )


Kaidah atau norma adalah pedoman/ukuran untuk mewujudkan nilai ( value ) yang merupakan sesuatu yang patut atau berharga untuk diwujudkan, misalnya nilai kesehatan ( derajat kesehatan ). Kaidah atau norma dapat dibentuk oleh masyarakat sebagai kaidah non hukum  dan dapat pula dibentuk oleh segolongan elite masyarakat/ pembentuk Undang-undang  sebagai kaidah Hukum. Kaidah hukum dan kaidah non hukum merupakan dua macam kaidah yang tergolong dalam kaidah sosial selain kaidah non sosial/eksakta. 

Contoh kaidah hukum adalah berbagai Peraturan Perundang-undangan yang secara hukum bersifat mengatur dan pelanggaran terhadap kaidah hukum tersebut adalah berupa sanksi atau hukuman yang diterapkan oleh penguasa atau lembaga yang memegang kekuasaan.  

Contoh kaidah non hukum adalah; etika, moral dan pedoman hidup atau Perilaku lainnya yang bersifat mengatur dan pelanggaran terhadap kaidah non hukum  adalah berupa sanksi yang diterapkan oleh masyarakat sebagai pelanggaran terhadap etika.

Persamaan kaidah hukum dan kaidah non hukum adalah bahwa kedua kaidah tersebut sama-sama bersifat mengatur dan mempunyai sanksi.

2. Aspek hubungan tenaga kesehatan dengan pasien


Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien apabila dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum dimana hubungan ini diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman/ukuran bagaimana para pihak yang melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik, dimana hak tenaga kesehatan merupakan kewajiban pasien dan sebaliknya hak pasien merupakan kewajiban tenaga kesehatan


Selain itu kaidah-kaidah tersebut berisi pula pedoman tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kedua pihak. Contoh; seorang pasien tidak boleh mengabaikan nasihat dan petunjuk dari tenaga kesehatan sedangkan tenaga kesehatan tidak boleh mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasinya untuk dipenuhi


Dilihat dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien terdapat apa yang dikenal saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan atau Pelayanan kesehatan dan terbentuklah apa yang disebut sebagai perikatan ( verbintenis ) yang didalam doktrin ilmu hukum terdapat dua macam perikatan yaitu perikatan ikhtiar (inspanning verbintenis) dan perikatan hasil               ( resultaat verbintenis )


Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil maka prestasi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan adalah berupa hasil tertentu. Kemudian diatur pula tentang dasar dari perikatan, dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan perjanjian atau Undang-undang. Dasar dari perikatan antara tenaga kesehatan dan pasien biasanya dikenal dengan perjanjian atau kontrak yaitu perjanjian/kontrak Pelayanan kesehatan. Tetapi terdapat pula perikatan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang terbentuk atas dasar Undang-undang yakni terdapatnya kewajiban hukum tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang memerlukannya


Pada perikatan atas dasar perjanjian, apabila seorang pasien datang untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan maka antara tenaga kesehatan dan pasien terdapat hubungan hukum perjanjian/-kontrak terapeutik. Pada perikatan atas dasar Undang-undang apabila seorang tenaga kesehatan melihat seorang korban kecelakaan dan tenaga kesehatan tersebut membantu orang yang mendapatkan kecelakaan tersebut oleh karena adanya kewajiban hukum dari tenaga kesehatan untuk menolong orang tersebut dan dalam hal ini terbentuk perikatan atas dasar Undang-undang.


Berbicara tentang perjanjian/kontrak maka kedua pihak yaitu tenaga kesehatan dan pasien hendaknya memiliki asas kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian/kontrak yang pada prinsipnya disepakati bersama apakah perjanjian tersebut menjanjikan kesembuhan atas pasien ( resultaat verbintenis ) atau upaya maksimal yang diberikan ( inspaning verbintenis ) dimana kedua isi perjanjian tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan, kepantasan dan ketertiban.

3. Aspek hubungan tenaga kesehatan dan rumah sakit


Hubungan antara tenaga kesehatan dan rumah sakit adalah hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum yakni subjek hukum sebagai pribadi dan subjek hukum sebagai badan hukum. Hubungan yang terbentuk adalah hubungan perdata dimana timbul hak dan kewajiban kedua pihak secara timbal balik. Hubungan yang terbentuk antara tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dibagi menjadi dua macam hubungan yaitu hubungan perburuhan dan hubungan kontraktual


Hubungan perburuhan terjadi dimana seorang tenaga kesehatan bekerja sebagai karyawan dari sebuah rumah sakit dan menerima gaji/upah dari rumah sakit. Dalam hubungan ini terdapat kedudukan sebagai majikan yaitu rumah sakit dan buruh yang dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Hubungan ini terdapat pada semua rumah sakit pemerintah dan sebagian kecil rumah sakit swasta


Hubungan kontraktual pada umumnya terjadi antara rumah sakit swasta dengan tenaga kesehatan yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak dimana rumah sakit menyediakan sarana dan fasilitas untuk Pelayanan kesehatan sedangkan tenaga kesehatan mempunyai hak menggunakan fasilitas rumah sakit tersebut dalam melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan perburuhan yakni kedudukan sebagai majikan dan buruh dan kedua belah pihak memiliki kedudukan sebagai pihak yang terikat perjanjian atau kontrak


Pada hubungan perburuhan apabila tenaga kesehatan berbuat kesalahan atau kelalaian maka rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawabannya sedangkan pada hubungan kontraktual dalam hal tenaga kesehatan berbuat kesalahan atau kelalaian maka rumah sakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya

4. Hubungan pasien dan rumah sakit


Hubungan pasien dan rumah sakit adalah  hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum dimana hubungan ini diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata dan memenuhi hubungan yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Pasien sebagai penerima jasa Pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa dalam bidang pelayanan kesehatan terdapat hubungan yang diatur oleh perjanjian/kontrak. Rumah sakit berkewajiban memberikan jasa Pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar Pelayanan kesehatannya.

B.  Hukum dan Fungsi Hukum


Peranan hukum sangat besar dalam mengatur setiap hubungan antara individu dengan individu sebagai subjek hukum maupun antara individu dengan masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan termasuk kesehatan. Namun demikian berlakunya hukum berdasarkan sifat dan hakikatnya tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut dan berlaku dalam masyarakat suatu wilayah atau negara. 


Dengan kata lain bahwa adanya sistem hukum yang dianut dan nilai budaya yang hidup, berkembang dan berlaku di dalam suatu negara tertentu akan memberikan ciri hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Misalnya ciri hukum Anglo Amerika adalah bertitik tolak pada putusan hakim yang telah pasti dan dilihat sebagai suatu gejala yang berkembang secara terus menerus dalam pengadilan, sedangkan ciri hukum Eropa Kontinental adalah bertitik tolak pada peraturan dan hukum dilihat sebagai suatu sistem dari peraturan, pengertian dan sebagainya. 


Oleh karena sistem hukum Indonesia disamping dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental juga tidak terlepas dari nilai budayanya sendiri, maka sekalipun ciri yang tampak adalah bertitik tolak pada paraturan dan hukum dilihat sebagai suatu stelsel dari peraturan, pengertian dan sebagainya, namun yang dimaksud dengan peraturan disini bukan semata-mata peraturan tertulis berupa Undang-undang


Oleh karena setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri maka bangsa itu juga membentuk hukumnya sendiri, dengan kata lain hukum adalah bagian dari kebudayaan ( Van Apeldoom, 1983 ). Demikian juga dikemukakan oleh Utrecht ( 1966 ) bahwa hukum itu menjadi bagian dari kebudayaan seperti halnya dengan agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan yang masing-masing menjadi anasir kebudayaan. Dengan demikian maka hukum sebagai anasir kebudayaan juga akan memperlihatkan sifat dan corak kebudayaan yang bersangkutan atau dapat pula dikatakan bahwa sifat, corak dan isi dari hukum ditentukan oleh corak kebudayaan.


Untuk memahami hukum dan fungsi hukum perlu dipahami terlebih dahulu tentang; terbentuknya hukum dalam pergaulan hidup manusia, pengertian hukum sebagai norma, tujuan dan tugas hukum serta sistem hukum

1. Terbentuknya hukum dalam pergaulan hidup manusia


Manusia di samping sebagai mahluk individu yang memiliki kehidupan jiwa yang menyendiri juga sebagai mahluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, hasrat untuk hidup bersama telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Adapun yang mendorong manusia untuk selalu hidup bermasyarakat  adalah karena beberapa faktor kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan biologis, memenuhi kebutuhan primer, hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan dan lain-lain.


Setiap manusia memiliki sifat, watak dan kehendaknya sendiri, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seringkali tidak searah satu sama lain, padahal kepentingan yang berlainan bahkan bertentangan dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Apabila pertikaian tersebut dibiarkan maka akan menyebabkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat, oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat yang teratur hendaknya setiap anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah dan peraturan hidup yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

2. Pengertian hukum sebagai norma


Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggotanya dalam hubungannya satu sama lain. Untuk itu jika suatu peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah, maka peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, artinya bahwa  peraturan itu dirasakan sebagai mewajibkan sedemikian rupa sehingga seseorang yang tidak mematuhinya dapat dikecam bahkan dituntut secara hukum melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bersifat normatif


Hukum normatif yaitu hukum yang tampak dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ditaati oleh masyarakat karena keyakinan bahwa pearturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati. Rumusan lain yang membedakan hukum adalah hukum ideal dan hukum wajar


Hukum ideal adalah hukum yang dicita-citakan yang pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa untuk dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia benar-benar objektif. Sedangkan hukum wajar adalah hukum yang terjadi dan tampak sehari-hari.


Dengan demikian jelas bahwa norma hukum itu dilihat sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat yang dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang ditolak. Jadi pengertian hukum sebagai norma dapat dirumuskan sebagai himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.

3. Tujuan dan tugas hukum


Jika dilihat dari uraian di atas, maka pemahaman mengenai tujuan dan tugas hukum didasarkan pada pandangan bahwa hukum adalah ciptaan manusia. Oleh karena disamping hukum itu menertibkan dan menuntun,juga mengarahkan tingkah laku dari anggota masyarakat pada saat berhubungan antara satu sama lain. Selain itu dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tujuan hukum dapat dilihat dari beberapa  teori yaitu; teori etis, teori utilistis dan teori campuran


Menurut teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata adalah keadilan, dengan demikian maka isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini dianggap berat sebelah karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum dan kurang memperhatikan Keadaan yang sebenarnya.


Menurut teori utilistis bahwa tujuan hukum semata-mata mewujudkan hal yang bermanfaat. Menurut teori ini tujuan hukum adalaj manfaat dan menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi orang dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Teori ini pun dianggap berat sebelah karena hanya memperhatikan hal yang bermanfaat saja.


Menurut teori campuran bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak diganggu


Pada hakikatnya hukum menghendaki adanya penataan hubungan antar manusia termasuk juga hubungan tenaga kesehatan dengan pasien/klien sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak ada yang melanggar kepentingan pihak lain.

4. Sistem hukum


Pada dasarnya sistem hukum yang dikenal ada dua yaitu Sistem Anglo Saxon yang didasarkan pada Common Law di Inggris serta Case Law di Amerika Serikat dan Sistem Eropa Continental yang dianut di Benua Eropa. Ciri dari sistem hukum yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya adalah sifatnya yang konsisten dalam menghadapi dan memecahkan atau mengatasi konflik. Sistem hukum selalu menghendaki adanya keseimbangan tatanan di dalam masyarakat ( restitutio in integrum )

C. Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan


Semakin meningkatnya peranan hukum dalam Pelayanan kesehatan antara lain disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh Pelayanan kesehatan. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana Pelayanan kesehatan sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang  mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, meskipun hal tersebut sering tidak disadari oleh para pelaksana Pelayanan kesehatan pada saat melakukan perbuatan yang bersangkutan.


Pelayanan kesehatan tidak hanya meliputi kegiatan atau aktivitas professional di bidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan perorangan saja, tetapi juga meliputi lembaga pelayanan, sistem kepengurusan, pembiayaan, pengelolaan dan penerangan/publikasi.

1. Timbulnya hubungan hukum dalam Pelayanan kesehatan


Timbulnya hubungan hukum dalam Pelayanan medik dapat dipahami jika pengertian pelayanan kesehatan, prinsip pemberian bantuan dalam Pelayanan kesehatan dan tujuan pemberian Pelayanan kesehatan.

a. Pengertian Pelayanan kesehatan


 Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.


Menurut Lavey dan Loomba; bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggara-kan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok dan masyarakat.


Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan; bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

b. Prinsip pemberian bantuan dalam pelayana  kesehatan


Didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua masalah kesehatan memerlukan suatu pemecahan secara professional, maka dikenal istilah Zelfhulp yaitu menolong atau membantu diri sendiri atau saling membantu antar sesama. Akan tetapi di dalam zelfhulp tersebut seringkali digunakan keahlian dari para professional dan bantuan dari para professional itu merupakan suatu bentuk pemberian bantuan tersendiri. Dengan demikian jika di dalam zelfhulp  Pelayanan terhadap diri sendiri tidak dianggap sebagai suatu pemberian bantuan secara professional, maka ha itu tidak perlu dipandang sebagai bertentangan dengan bantuan secara professional.


Akan tetapi jika didasarkan pada pemikiran yuridis yaitu dilihat dari aspek individual dan sosial maka hak untuk mendapatkan pelayanan atau bantuan professional termasuk juga pelayanan kesehatan, adalah sama dengan hak untuk mendapatkan bantuan yang teliti berdasarkan suatu keahlian.

c. Tujuan pemberian bantuan pelayanan kesehatan


Tujuan pemberian bantuan Pelayanan untuk memulihkan dan memperbesar kemampuan orang untuk dapat mengatur dirinya sendiri sebaik-baiknya. Dengan adanya tujuan yang demikian maka pemberian bantuan Pelayanan kesehatan itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan usaha untuk dapat mengatur diri sendiri.


Pemberian bantuan menjadi diperlukan di dalam masyarakat oleh karena manusia telah menghendakinya dan manusia itu juga dapat menolak bantuan tersebut, antara lain dengan alas an memiliki hak untuk mengatur diri sendiri. Oleh karena  itu hubungan antara pasien dengan pemberi bantuan professional lebih tepat untuk dianggap sebagai suatu hubungan kerjasama dan masing-masing mempunyai kedudukan yang sama.


Dengan demikian maka timbulnya hubungan hukum dalam Pelayanan kesehatan adalah disamping disebabkan oleh adanya kewajiban setiap individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban dari parapemberi Pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongan selaku professional sampai orang tersebut mampu untuk berusaha mengatasi masalah kesehatannya melalui kerjasama dengan para pemberi Pelayanan kesehatan yang merawatnya.

2. Dasar hukum hubungan pelayanan kesehatan


Bahwa suatu perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara tenaga kesehatan dengan pasien seringkali menimbulkan hubungan professional sehingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan terhadap pasien ada kalanya dilihat sebagai kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa ( service contract ), meskipun hal ini merupakan suatu pandangan yang terlalu sempit. Sebenarnya hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien lebih didasari atas suatu kewajiban pemberian pertolongan kesehatan yang dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga kesehatan dan bukan semata-mata hanya didasarkan atas kontrak diantara kedua belah pihak.


Ada dua teori hukum yang menunjang hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien yaitu; Contract theory dan Undertaking theory.


Menurut contract theory; Jika seorang dokter setuju untuk merawat seorang pasien dengan imbalan hnor tertentu, maka dapat diciptakan suatu pengaturan kontraktual yang disertai hak dan tanggung gugatnya. Jika para pihak secara nyata mencapai suatu persetujuan mengenai syarat perawatan maka dapat timbul suatu kontrak nyata ( tegas )


Menurut undertaking theory; jika seorang dokter merelakan dirinya untuk memberikan perawatan kepada seseorang, maka tercipta suatu hubungan professional yang disertai kewajiban perawatan terhadap si penerima. Teori ini memberikan dasar yang memuaskan bagi terciptanya hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien dalam kebanyakan siatuasi yang menyangkut pelayanan kesehatan termasuk situasi yang tidak diliputi oleh suatu kontrak.

3. Kedudukan para pihak dalam Pelayanan kesehatan


Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat dilihat dalam kedudukannya selalku professional di bidang kesehatan yang  harus berperan aktif dan pasien dapat dilihat dalam kedudukannya sebagai penerima Pelayanan kesehatan yang memiliki penilaian terhadap penampilan dan mutu Pelayanan kesehatan yang diterimanya.  Hal ini disebebkan bahwa tenaga kesehatan bukan hanya sekedar melaksanakan pekerjaan melayani atau memberikan pertolongan semata-mata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terikat pada suatu kode etik.


Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa dengan semakin terdidiknya masyarakat umum  dan semakin banyaknya beredar buku-buku pengetahuan populer tentang tentang penyakit dan kesehatan, maka masyarakat awam juga semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kesenjangan pengetahuan yang secara klasik telah menyebabkan ketidak seimbangan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien saat ini semakin mengecil. Selain itu bahwa pembagian tugas dalam bidang kedokteran kepada berbagai jenis tenaga kesehatan, paramedik maupun tenaga non medik ( division of labour ) semakin besar  yang menyebabkan berkurangnya wewenang dokter dan makin terbuka terhadap penilaian dan kritik ( Lumenta, 1989;84 )


Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mengecilnya kesenjangan pengetahuan antara pasien dan tenaga kesehatan dan semakin terbaginya otonomi profesi dokter kepada pihak lain, akan banyak berpengaruh dalam penilaian dan pengendalian profesi kesehatan. Dengan demikian baik tenaga kesehatan maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 sebagai berikut; 

· “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (Pasal 2)

· “Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan Derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya” (Pasal 3)

· “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya” (Pasal 53;1 )

· “Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”  (Pasal 53;2)

4. Tanggung jawab hukum dalam Pelayanan kesehatan


Tanggung jawab hukum yang dimaksud yaitu tanggung jawab dari tenaga kesehatan khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan selama menjalankan profesinya. Didalam pelaksanaan suatu profesi ditemukan argumentasi yang mengatakan bahwa dengan ditetapkannya suatu tanggung jawab yang berat maka seorang professional akan menghormati profesinya. Namun demikian harus dijaga jangan sampai para pengemban profesi takut menjalankan profesinya karena tanggung jawab yang berat itu.


Adapun dasar pertanggungjawaban hukum  tenaga kesehatan dapat berupa;

a. Pertanggungjawaban karena kesalahan, yaitu merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas tiga prinsip ( KUH Perdata Pasal 1365, 1366, 1367 ) yaitu:

· Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain, menyebabkan orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian

· Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga dengan kelalaian dan kurang hati-hati

· Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

b. Pertanggungjawaban karena risiko, sebagai kebalikan dari pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya juga dihubungkan dengan produk tertentu misalnya; obat-obatan, peralatan kesehatan atau peralatan lainnya.

Didalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam suatu hubungan hukum, maka fungsi hukum dalam melindungi kepentingan manusia akan berorientasi pada tanggung jawab, kewajiban dan risiko. Akan tetapi karena berkembangnya suatu hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara tanggung jawab, kewajiban dan risiko. Oleh karena itu berdasarkan asas kebebasan kehendak yang berlaku dimungkinkan dilakukannya syarat untuk membatasi, mengurangi atau membebaskan tanggung jawab atau kewajiban tertentu dari salah satu pihak atau membagi beban risiko yang layak

D. Perlindungan hukum dan tanggung jawab Tenaga Kesehatan


Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang dan pangan. Tanpa hidup yang sehat maka hidup manusia dapat dikatajan tak berarti. Selain itu orang yang sedang sakit tidak mungkin dapat menyembuhkan penyakit yang diderita sehingga tidak ada pilihan lain bahwa orang tersebut akan meminta pertolongan dari pihak lain yang dapat menyembuhkan penyakitnya.


Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Di dalam kesehatan masyarakat terdapat pula antara lain kesehatan sekolah, kesehatan Lingkungan dan pemberantasan penyakit menular. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan individu lebih kepada upaya Pelayanan kesehatan individu yang dikenal dengan Pelayanan medik dan tenaga kesehatannya adalah dokter, paramedik dan sebagainya.


Pada Pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Hubungan yang timbul antara pasien, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan diatur oleh kaidah-kaidah tentang kesehatan baik hukum maupun non hukum ( termasuk moral, etika, kesopanan, kesusilaan dan ketertiban ). Harus diakui bahwa hubungan pasien dengan tenaga kesehatan  adalah hubungan yang unik yang meliputi hubungan medik, hubungan hukum, hubungan non hukum, hubungan ekonomi dan hubungan sosial. Tidak mungkin hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien hanya dilihat dari satu segi saja dan seluruh hubungan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.


Pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagian orang berpendapat bahwa pasien dapat digolongkan sebagai konsumen dan tenaga kesehatan/dokter sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa, sehingga seluruh aturan-aturan yang ada di dalam UU No. 8/1999 itu berlaku bagi hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Sebagian lagi berpendapat bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen khususnya di dalam bidang ekonomi harus dibedakan dengan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, sehingga kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak dapat begitu saja diberlakukan dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien.


Pendapat-pendapat tersebut perlu mendapatkan kajian; apakah hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dapat digolongkan ke dalam hubungan  antara konsumen dan pelaku usaha di bidang jasa? Untuk lebih jelasnya maka pada uraian selanjutnya akan ditinjau sekilas tentang kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan


Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dibentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok kesehatan yang dianggap telah usang dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan akan pengaturan tentang kesehatan pada era dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah maju dengan pesatnya terutama pada tahun-tahun tujuh puluh dan delapan puluhan.


Beberapa kaidah hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan  yang dapat dijadikan pedoman bagi tenaga kesehatan antara lain:

· Pasal 1 ayat 1; Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis

· Pasal 1 ayat 2; Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

· Pasal 1 ayat 3; Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

· Pasal 1 ayat 4; Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan

· Pasal 53 ayat 1; Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

· Pasal 53 ayat 2; Tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Sedangkan yang dimaksud dengan menghormati hak pasien adalah hak atas informasi, hak atas persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua ( second opinion )

· Pasal 53 ayat 4; Ketentuan mengenai standar profesi dan hak pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 ditetapkan dalam peraturan pemerintah

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen


Kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut;

· Bagian menimbang butir d; Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedualian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab

· Bagian menimbang butir e; Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai

· Bagian menimbang butir f ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang kuat

· Pasal 1 ayat 2; Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

· Pasal 1 ayat 3; Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

· Pasal 1 ayat 5; Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen  

